
GUBERNUR LAMPUNG

I{EPUTUSAN GUBERNUR LAMPUI{G

NoMoi tgt 3 tvr'o2lttKl2o2s

TENTANG

PENUilJUI{AN KUASA BENDAHARA UMUM_D.AE'RAH PROVINSI LAMPUNG

TAHUI{ ANGGARAN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang:

Mengingat

Menetapkan:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB I Huruf D angka 2

Lampiran Peraturan Mt;;J;;-; }ltgttt Nomor 77 Talrlun 2o2o

tentang Pedoman T"k;i"'i"Glolaan--Keuarrgan Daerah' perlu

menuniuk Kuasa Beni"n"t' "Utt"trr' 
- 
Daerah Provinsi Lampung

i"*;il, **;;; iozi-i"" menetapkannya dengan Keputusan

Gubernur LamPung;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana iiJai"u'rt beberap-a kali terakhir dengan

Undang-Undang norno'- 6 Tahun 2023 
- 
tentang Penetapan

Peraturan pemerintaf it"gg"*i U"aa-nS-!1dan8 Nomor 2 Tahun

z6ii1"it^neCipta Ke rj a minj adi Undan g- U ndan g;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2032 tentang Hubungan

Keuangan antara p"rntii"t"f' Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
"' 

i'"ao-"" Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6'PeraturanDaerahProvinsiLampungNomor4Tahun2019
tentang Pembentukan 

-dan 
Susunan Ferangkat Daerah Provinsi

Lampung;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung
t"rrr"rrg Anggaran PendaPatan dan

Lampung Tahun Anggarart 2025;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN

iExonnana uMUM DAERAH PRoVINSI LAMPUNG

ANGGARAN 2025.

7
Nomor

Belanja
19 Tahrun 2024
Daerah Provinsi

KUASA
TAHUN

KESATU Menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsr

i"r"p""g Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

a. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;



KEDUA

KETIGA

-2

b. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Lampung;

c. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Lampung; dan

d. Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan
Investasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Lampung.

Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewen€rng sebagai berikut:
a. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah:

1. menyiapkan anggaran kas;

2. menyiapkan surat penyediaan dana; dan
3. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).

b. Kepala Bidang Perbendaharaan:

I . menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;

2. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran
APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang
ditunjuk;

3. menyimpan uang daerah;
4. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban APBD;
dan

5. menerbitkan surat pengesahan dalam hal penerimaan dan
pengeluaran daerah yang tidak dilakukan melalui Rekening
Kas Umum Daerah.

c. Kepala Bidang Akuntansi:
1. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD ;

2. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan

3. melakukan penagihan piutang daerah.

d. Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan
Investasi:
1. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/

menatausahakan investasi; dan
2. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama

pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kedua Huruf b angka 1 (satu) apabila Kuasa
Bendahara Umum Daerah/Kepala Bidang Perbendaharaan tidak
dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban karena tidak
berada ditempat dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan,
maka perlu untuk mendelegasikan tugas dan wewenang dimaksud
kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
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Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum
Daerah.

Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis
pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 sampai
dengan 31 Desember 2O25, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal ? -r- 2025

Pj. GUB

Tembusan:
1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar l,ampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar l,ampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.



N(, z
o

a2aI =70
d-1
3\o>oO\-..lPQ
E E'f(,5
P -'o-Eb
z8E-'- (, -9uE

8F(,

'o2z
F'->)rJ@<
Ho>
5 x>w.dzi\ * t-l

=@>- r.-: '(
=O>;t-z

d?,
:-N .9

E<
'=

P=g
6.'<
P\ol.l

=NiU---Fl.1N:,
-NPo\z

N>o'li>
5>
ta02

8ql')E

T

z

z

"0

z

.l

UEEXo)Do
i'D o. !:rpD
+5 F
*!r!
: cnc 0)i.o 5iJ i'! rrqU'=-'$ EF$ oEeaj-o
coll'x ._ O)

0cets
fi:1P6
Ap

oo

UEO!OX
B B-i] €
-r$0Qq)
Bir 9[
Pdq I9d P dJ.o-rn;EFH-$zo,
i, 6 od
EX'ioCopI5 tr 5E
cra P 'J-

oa:ig6
L/-

o

FFSTo O- 'r -o

E.3EPt ,',9,^!o-b Y
I5pr-
i. I '.. Ed
i, :1 P o.-'p o DFDx5
C P Yoal-?!'urd x :-r ocia!1 5
0ag E.

oE A)DP

o'p

oo

(,

C-

EE

-l
z

(,)

(t,
Cx
'l 5i,cF'>do
E3
gH

3E

EEE
AEZ
E; Hlt !5guts
3E E

Egg
,rfr
$s3FU€>>ts,llr,',

HEE

EE
rn2
F'U
TB
FE

EE
7t

E

+
o

o

-

7
az'(
^79,o!l ,>NCaa

z
qs- !

L{ t!

-=2\Ero
'L>5=

NN ]I
t\)t\)Z(n(nO

o
U
z

N


